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6.1  Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis dampak investasi terhadap 

perekonomian provinsi Nusa Tenggara Timur, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut.  

1. Pada tahun 2017, total realisasi investasi di provinsi Nusa Tenggara Timur 

adalah Rp 4.451.224.980.429,00 dan target investasi tingkat provinsi sesuai 

Renstra adalah Rp 3.780.000.000.000,00 atau Rp 3,78 triliun. Jadi, investasi di 

provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017 sangat efektif dalam 

menggambarkan adanya pertumbuhan modal karena realisasi investasi 

melewati target investasi tingkat provinsi sesuai Renstra. Realisasi investasi 

berdasarkan bidang usaha pada tahun 2017 di provinsi Nusa Tenggara Timur 

memberikan dampak positif terhadap perekonomian melalui realisasi pada 12 

bidang usaha yakni bidang perikanan, jasa, indutri tebu, pertanian, hotel 

berbintang dan taman hiburan, industri garam, kelistrikan, pertambangan, 

transportasi, telekomunikasi, perdagangan dan perindustrian, dan real estate 

yang ada dalam kategori-kategori lapangan usaha Produk Domestik Regional 

Bruto yang dapat menggambarkan perekonomian suatu daerah. Aktivitas 

penanaman modal atau investasi di provinsi NTT tahun 2017 memberikan 

dampak positif terhadap perekonomian provinsi NTT melalui penyerapan 

tenaga kerja, jumlah keseluruhan penyerapan tenaga kerja asing dan Indonesia 
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melalui aktivitas penanaman modal tahun 2017 di provinsi NTT adalah 12791 

tenaga kerja dengan rincian, 108 tenaga kerja asing dan 12683 tenaga kerja 

Indonesia.  

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi realisasi investasi di provinsi Nusa 

Tenggara Timur dibagi menjadi dua yakni penghambat dan penunjang. 

Faktor-Faktor Penghambat Investasi di Provinsi NTT adalah akses pemasaran 

masih minim, status kepemilikan tanah bersifat komunal, infrastruktur yang 

belum memadai, dan standar pelayanan masih beragam. Faktor-Faktor 

Penunjang Investasi di provinsi NTT adalah peraturan pemerintah dan 

dukungan sistem jaringan, pelayanan non tarif, peran pemerintah dalam 

mediasi dan sosialisasi, dan sarana atau fasilitas pendukung selain potensi 

investasi yang dimiliki Provinsi NTT.   

6.2  Saran  

 Berdasarkan penelitian tentang dampak investasi terhadap perekonomian 

provinsi Nusa Tenggara Timur, maka saran yang dapat disampaikan adalah 

sebagai berikut.  

1. Pemerintah harus mampu mempertahankan realisasi investasi yang melampaui 

target dengan cara lebih lagi mempromosikan Provinsi NTT sebagai daerah 

tujuan investasi.  

2. Peran pemerintah diperlukan dalam pengembangan infrastruktur seperti 

jalanan, listrik, dan lain-lain.  
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